
  

BUPATI BOALEMO 
PROVINSI GORONTALO 
  

PERATURAN BUPATI BOALEMO 

NOMOR 23 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 69 

TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOALEMO, 

a. bahwa dengan perubahan asumsi atas belanja pada 

1, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022, sehingga menyebabkan terjadinya 

pergeseran anggaran antar organisasi, unit organisasi, 

antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan 

antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian 

objek dan/atau sub rincian objek. maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Boalemo sebagai 

Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Boalemo tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Boalemo Nomor 69 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022: 

Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 

Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965), 

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

RI Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaga Negara 

RI Nomor 6515), 

. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 

. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421), 

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

Beberapa Kali Terakhir dengan Undang - Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang 

— Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), 

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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10. 

11. 

12, 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573), 

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573), 

. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028), 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4138), 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4139), 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 481, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 
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13. 

14. 

15. 

16, 

17. 

18. 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340), 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4575), 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6177), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 6041), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), 

Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6057), 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
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19. 

20. 

21, 

2. 

23. 

24. 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 571): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), 

  

KABAG DINASIBADAI 
Hujkum TOR asa SEKDA WABUP 
    

          d      



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

26. 

ad 

28. 

29. 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018), sebagaimana telah telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1777), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 431), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926), 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 6), 
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Meperhatikan : 

Menetapkan 

30. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 69 Tahun 

2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 69). 

Telaahan Staf Sekretaris Daerah Nomor 

900/BKAD/37/VII/2022 Tanggal 12 Juli 2022 Perihal 

Dukungan Anggaran Dalam Menunjang Program 

Pemerintah Daerah Melalui Pergeseran Anggaran Dalam 

APBD T.A 2022 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 

69 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2022. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 69 Tahun 

2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 69) 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga pasal 

14 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 14 

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 

huruf a semula sebesar Rp 533.851.188.048 bertambah/ 

(berkurang) Rp. 14.456.936.232,24,- sehingga menjadi 

Rp. 548.308.124.280,24,-, yang terdiri atas : 

a. Belanja pegawai, 

b. Belanja barang dan jasa, 

9 Belanja Hibah, dan 

Belanja bantuan sosial. 

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b semula sebesar Rp. 201.724.549.837,- bertambah/(berkurang) 

Rp. 7.069.384.264,44 sehingga menjadi Rp. 208.739.934.101,44, 
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(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula 

sebesar Rp. 2.915.529.976,- bertambah/ (berkurang) 

Rp. 405.000.000,- sehingga menjadi Rp. 3.320.529.976,-, 

. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), diubah 

sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 16 

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 201.724.549.837,- 

bertambah/ (berkurang) Rp. 7.069.384.264,44 sehingga menjadi 

Rp. 208.793.934.101,44, yang terdiri atas : 

a. Belanja Barang, 

b. Belanja Jasa, 

c. Belanja Pemeliharaan, 

d. Belanja Perjalanan Dinas, 

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 

Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat, 

f. Belanja Barang dan Jasa BOS 

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD 

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 37.646.684.709,- bertambah/ (berkurang) 

Rp. 17.748.885.240,20 sehingga menjadi Rp. 55.395.569.949,20-, 

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 72.615.069.979,- bertambah/ (berkurang) 

Rp. 3.285.766.899,- sehingga menjadi Rp. 75.900.336.878,-, 

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 13.192.330.349,- bertambah/ (berkurang) 

(Rp. 4.363.506.090,-) sehingga menjadi Rp. 8.828.824.259,-, 

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d direncanakan sebesar Rp.41.526.415.171,-  bertambah/ 

(berkurang) (Rp.708.923.371,-) sehingga menjadi 

Rp.40.817.491.800,-: 

Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4) diubah sehingga pasal 17 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 17 

(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 

ayat (4) direncanakan sebesar Rp 2.915.529.976,- bertambah/ 
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(berkurang) Rp.405.000.000,- sehingga menjadi 

Rp. 3.320.529.976,- yang terdiri atas : 

a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat, 

b. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya, 

c. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi 

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, 

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, 

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,- 

bertambah/ (berkurang) Rp.1.000.000.000,- sehingga menjadi 

Rp. 1.250.000.000,- 

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp.1.770.000.000,- bertambah/ (berkurang) (Rp.595.000.000,-) 

sehingga menjadi Rp. 1.175.000.000,-: 

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah sehingga 

pasal 19 berbunyi sebagai berikut : 

(1) 

Pasal 19 

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 135.982.407.456,- bertambah/ 

(berkurang) (Rp.13.070.272.474,24,-) sehingga menjadi 

Rp.122.912.134.981,76,- yang terdiri atas : ) 

a. Belanja Modal Tanah, 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi. 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada 

pasal ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.122.235.639,- 

bertambah/ (berkurang) (Rp.301.103.791,-) sehingga menjadi 

Rp.28.821.131.848,-, 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 36.760.861.000,- 

bertambah/ (berkurang) (Rp.2.645.503.268,-) sehingga menjadi 

Rp.34.115.357.732,-, 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 66.496.611.000,- 
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bertambah/ (berkurang) (Rp.9.769.067.501,-) sehingga menjadi 

Rp.56.727.543.499,-, 

5. Ketentuan Pasal 28, diubah sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 28 

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam 

peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

6. Diantara Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan Satu Pasal yakni 

Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 28A 

Perubahan Anggaran penjabaran APBD yang dimaksud Pasal I 

ditampung dalam Perubahan APBD. 

Pasal II 

Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah. 

Ditetapkan di Tilamuta 

Pada tanggal, 19 Juli 2022 

Pj. BUPATI BOALEMO, / 

. 

bar RIWAN 

 


